
� .: 

WALIKOTA BLITA PROVINS! JAWA TIM R 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2 18 

TENTANG FORMULA TARIF SEWA BARANG ILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU ANGUNAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YAN MAHA ESA 

W ALIKOTA BLITAR, 

:v../\} . · . ·  
·-.... �..,., 

Menimbang 

Mengingat 

a. 

b. 

1 .  

bahwa Walikota berwenanf menetapkan Formula tariff besaran sewa barang Iilik daerah berupa tanah dan/atau bangunan seb �aimana telah diatur dalam Pasal 1 1 6  Ayat ( 1 )  huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahl 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik aerah; bahwa berdasarkan ertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf fi-, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentanf Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanaf Dan/ Atau Bangunan Undang-Undang Nomor i 11 tahun 1950 tentang 
,; I . ' :  Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi DJai1wa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diub� dengan Undang-Undang 

! Nomor 13 Tahun 1954 t�ntang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nork.or 17 Tahun 1950 (Republik 
. . I Indonesia Dahulu) tenttg Pembentukan Daerah- Daerah Kota Ketjil · Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 No or 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 ) ;  



} I 

2 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar -Pokok Agraria . (Lembaran 

Negara Republik Indone ia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Neg a Republik Indonesia Nomor 

2043); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lemb an Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, ambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Noma 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 N mor 5, Tambahan Lembaran 

5. 

6. 

7. 

8. 

Negara Republik Indonesi Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelol dan Tanggungjawab 

Tahun 2004 Nomor 66, ambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor14400); 
i 

Undang-Undang Nomor 2� Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi I Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahu! 2009 Nomor 130 , Tambahan 

Lembaran Negara Republii' Indonesia Nomor 5049); 
Undang-Undang Nomor ] 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

! 
Pembentukan Peratu�an Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
I  

Nomor 82, Tambahan \Lembaran Negara Republik 
! 

Indonesia Nomor 5234); I  
Undang-Undang Nomor j 23 Tahun 2014 tentang · 
Pemerintahan Daerah (�mbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201� Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Repu�lik Indonesia Nomor 5597), 
sebagaimana telah diujah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang �omor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pe erintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indone ia Tahun 2015 Nomor 58, 
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Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, 
Republik Indonesia Nomor 3643); 

12 .  Peraturan Pemerintah No or 58 Tahun 2005 tentang 

Tambahan Lembaran Neg a Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah N mor 48 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Blitar (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 75, Tambah Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3243); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah No or 40 Tahun 1996 tentang 
Hak Guna Usaha/ Hak G na Bangunan dan Hak pakai 
atas Tanah 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah No or 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian ldan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daetah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Repu,lik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 1 1 9 ,  Tambahan !Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161 ) ;  \  

14. Peraturan Pemerintah Notor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milikl Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indones�a Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); I  

15.  Peraturan Pemerintah No�or 84 Tahun 2014 tentang 
I 

Penjualan Barang Milikl Negara/ Daerah Berupa 

Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan 
Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5610) ;  
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Negara Republik 
Nomor 1 14 ,  Tambahan 

Perangkat Daerah 
Indonesia Tahun 

16. Peraturan Pemerintah N or 18 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan 
Negara Republik 

Pembinaan Dan 
Pemerintahan Daerah ( 

Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5887); 
17 .  Peraturan Pemerintah N or 12 Tahun 2017 tentang 

Indonesia Tahun 2017 No or 73, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesi 

18.  Peraturan Pemerintah N mor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minim 1 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 N mor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesi Nomor 6178); 

19. Peraturan Presiden Norn, r 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa emerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

20. Peraturan Presiden Norn r 71  Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengada Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 No or 156) Sebagaimana Telah 
Diubah Dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 
2015 tentang Perubahr1 Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71  Tahun 2012 Tentang 
Penyelenggaraan Pengadaf1 Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umu1 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 No1i1"or 55); 

2 1 .  Peraturan Presiden Nomt 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan \ ndang-Undang Nomor 12 
Tahun 2 0 1 1  tentang 

I 
Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (4mbaran Negara Republik 
j Indonesia Tahun 2014 No or 199); 

22.  Peraturan Presiden Norn r 38 Tahun 2015 tentang 
Kerjasama Pemerintah D ngan Badan Usaha Dalam 
Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2015 No or 62) ;  
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Nomor 3 Tahun 2010 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan duk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 2036); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penge olaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik I donesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

25. Peraturan Daerah Provi si Jawa Timur Nomor 10 

Tahun 2017 tentang Pen elolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Provi si Jawa Timur Tahun 2017 

Nomor 7 Seri D, Tambah Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 77); 

26. Peraturan Daerah Kota litar Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Rencana Pemban nan Jangka Panjang Daerah 

Kota Blitar Tahun 2005 - 025 (Lembaran Daerah Kota 
Blitar Tahun 2010 Nomor 

27 .  Peraturan Daerah Kota 

28. 

29. 

30. 

tentang Investasi Pemerint h Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Blitar Tahun 2010 Nofor 3); 
Peraturan Daerah Kota 'litar Nomor 1 Tahun 2 0 1 1  

tentang Bea Perolehan H4 Atas Tanah dan Bangunan 
I (Lembaran Daerah Kota Bl�tar Tahun 20 1 1  Nomor 1 ) ;  

Peraturan Daerah Kota alitar Nomor 7 Tahun 20 1 1  

tentang Pajak Daerah (�mbaran Daerah Kota Blitar 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 7); I  

Peraturan Daerah Kota �litar Nomor 8 Tahun 2 0 1 1  

tentang Retribusi Jasa uztum (Lembaran Daerah Kota 

Blitar Tahun 2 0 1 1  Nomor �) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturt Daerah Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Perubahan �edua Atas Peraturan Daerah 

Kota Blitar Nomor 8 Tahun 20 1 1  tentang Retribusi Jasa 

Um um (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 201 7 
Nomor 7); I  

3 1 .  Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2 0 1 1  

tentang Retribusi Jasa Us a (Lembaran Daerah Kota 

Blitar Tahun 2 0 1 1  Nomor ) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peratur Daerah Nomor 8 Tahun 
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2017 tentang Perubahan edua Atas Peraturan Daerah 

Kota Blitar Nomor 9 Tahu 2 0 1 1  ten tang Retribusi Jasa 

Usaha (Lembaran Kota Blitar Tahun 2017 
Nomor 8); 

32. Peraturan Daerah Kota litar Nomor 10 Tahun 2 0 1 1  

tentang Retribusi Perizin Tertentu (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2 0 1 1  N  

33. Peraturan Daerah Kota 12 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ru g Wilayah Kata Blitar Tahun 

2011-2030 (Lembaran Da rah Kota Blitar Tahun 2 0 1 1  

Nomor 12); 

34. Peraturan Daerah Kota litar Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi d Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Da rah Kota Blitar Tahun 2013 
Nomor 5); 

35 . Peraturan Daerah Kata litar Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Penyertaan Mod Pemerintah Daerah Kepada 

Badan Usaha Milik Dae ah (Lembaran Daerah Kota 

Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Perubahan f' tas Peraturan Daerah Kota 
Blitar Nomor 3 Tahun 20 5 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah Kepad Badan Usaha Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5); 
!  36. Peraturan Daerah Kota ,litar Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan daJ Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

37. Peraturan Daerah Kota Britar Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Rencana Detail tata Ruang Bagian Wilayah 
Perkotaan Dan Peraturan Zonasi Kata Blitar Tahun 
2017-2037 (Lembaran Dadrah Kota Blitar Tahun 2017 
Nomorl�. I  I  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TEN ANG FORMULA TARIF SEWA 

BARANG MILIK DAERAH 

BANG UN AN 

ERUPA TANAH DAN/ATAU 

BABI 

KETENTUAN UMU 

4. 

5. 

3. 

Pasal l 
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud de 

r=; 1 .  Walikota adalah Walikota Blitar. 
2. Barang Milik Daerah adalah semua hara g yang dibeli atau diperoleh 

atas beban Anggaran Pendapatan dan Bel ja Daerah atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah. 
Pengelola Barang adalah pejabat yang terwenang dan bertanggung 
jawab menetapkan kebijakan dan ,edoman serta melakukan 
pengelolaan Barang Milik Daerah. , 
Pemanfaatan adalah pendayagunaan Bar�ng Milik Daerah yang tidak 
digunakan untuk penyelenggaraan tugas fan fungsi Perangkat Daerah 
dan/atau optimalisasi Barang Milik Dae�ah dengan tidak mengubah 

! status kepemilikan l 
I Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik tjaerah oleh pihak lain dalam 
' jangka waktu tertentu dan menerima imbalF uang tunai. 

6. Penilai adalah pihak yang melakukan �enilaian secara independen 
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. I 

I 7. Penilaian adalah proses kegiatan untuk membertkan suatu opini nilai 
atas suatu objek penilaian berupa Bar+g Milik Daerah pada saat 

! tertentu. I 

8. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai 
Pemerintah Daerah; I 

9. Penilai Publik adalah lembaga yang tjielakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah me dapat izin praktik penilaian 
dari Menteri Keuangan dan lisensi dari Le baga Pertanahan yang masih 
berlaku, untuk menghitung nilai atas objek sewa; 
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18. 

16. 

17 .  

15 .  

10. Swasta adalah Warga Negara Indonesi atau Warga Negara Asing 

yang mempunyai izin tinggal dan/atau embuat usaha atau badan 

hukum Indonesia dan/ atau badan huku asing, yang menjalankan 

kegiatan usaha untuk memperoleh keunt 

1 1 .  Badan Usaha Milik Negara/Daerah, disingkat 

BUMN/D, adalah badan usaha yang s luruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Negara/Pemerint Daerahmelalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekaya negara yang dipisahkan; 

12.  Perdagangan adalah adalah tatanan ke iatan yang terkait dengan 

transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas 
wilayah negara dengan tujuan pengaliha hak atas Barang dan/atau 
Jasa untuk memperoleh imbalan atau kom 

,� 13 .  Perindustrian adalah tatanan dan segala k giatan yang bertalian dengan 
kegiatan industry; 

14. Koperasi adalah badan usaha yang beran otakan orang-seorang a tau 

badan hukum Koperasi dengan melandas kegiatannya berdasarkan 

prinsip Koperasi sekaligus sebagai an ekonomi rakyat yang 

berdasar atas asas kekeluargaan; 
Pendidikan Formal adalah jalur pend� ikan yang terstruktur dan 
berjenjang yang terdiri atas pendidikan �asar, pendidikan menengah, 
dan pendidikan tinggi; I 
Lembaga Sosial adalah organisasi social a�: perkumpulan sosial yang 
melaksanakan penyelenggaraan kesejahter sosial/kemanusiaan; 
Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan 

I Formal yang dapat dilaksanakan secara teJrstruktur dan berjenjang; 
i Lembaga Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial 
I 

yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial/ 
I 

j kemanusiaan; i 

I 

19. Lembaga Sosial Keagamaan adalah Lemf aga Sosial yang bertujuan 

mengembangkan dan membina kehidupan �eragama; 
20. Lembaga Sosial Keagamaan adalah Lerribaga Sosial yang bertujuan 

mengembangkan dan membina kehidupan beragama; 
! 2 1 .  Lembaga/ organisasi internasional/ asing adalah adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat inte asional secara sukarela atau 

atas dasar kesamaan yang bertujuan ciptakan perdamaian dunia 

dalam tata hubungan internasional; 
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Pemerintah/Negara adalah 
di lingkungan Pengguna 

rangka menunjang 

22. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggara 
organisasi yang dibentuk secara m 
Barang/Kuasa Pengguna 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/ egara. 

BAB II 
DASAR PENETAPAN FORMULA ARIF SEWA 

Pasal 2 
Formula tarif sewa barang milik daerah berup tanah dan/atau bangunan 
ditetapkan berdasarkan hasil perkalian: 

r=. a. tarif pokok sewa; dan 
b. faktor penyesuai sewa. 

Pasal 3 

(1 )  Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
ditentukan berdasarkan hasil penilaian d ri Penilai Pemerintah atau 
Penilai Publik yang telah ditetapkan oleh Walikota. 

(2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dima ud dalam Pasal 2 huruf b 
meliputi: 
a. jenis kegiatan usaha penyewa; 
b. bentuk kelembagaan penyewa; dan 

.f'\ c. periodesitas sewa 

Pasal 4 

I 
BAB III I 

JENIS DAN KELOMPOK KEGIATAN U�AHA PENYEWA 
I 
I 
I 

i 

( 1 )  Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimanr 
Ayat (2) huruf a dikelompokkan atas: I 

I a. kegiatan bisnis; l 

b. kegiatan non bisnis; dan 
c. kegiatan sosial. 

dimaksud dalam Pasal 3 



10 

(2) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana di aksud pada ayat (1 )  huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang secara langsung untuk memperoleh keuntungan, antara lain:  a. perdagangan; b. jasa; dan c. Industri. (3) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana imaksud pada ayat ( 1 )  huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang se ara tidak langsung untuk memperoleh keuntungan, meskipun dal pelaksanaan kegiatannya dapat melakukan pemungutan imbalan ata barang dan/ atau jasa yang gan a dimaksud pada ayat (3), diberikan sesuai ketentuan perundang-und Pelaksanaan kegiatan non bisnis sebagaim antara lain : a. pelayanan kepentingan umum yang me ungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntu gan, baik materil maupun 
(4) 

I� 

(5) 

immateril; b. penyelenggaraan pendidikan nasional; d c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungi Pengguna Barang Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dim sud pada ayat (1 )  huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak m�narik imbalan atas barang dan/ atau jasa yang diberikan dan .: berorientasi mencari keuntungan, antara lain : a. pelayanan kepentingan umum yang tid . memungut biaya dan tidak 
I terdapat potensi keuntungan; i 
I b. kegiatan sosial; i c. kegiatan keagamaan; I 
l d. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegir,tan pemerintahan. 
i 
I 

l 

BAB IV 
I 

BENTUK DAN KATEGORI KELEMBAQAAN PENYEWA 
I 
I 
1 Pasal 5 (1)  Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana imaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut: a. Kategori I, meliputi : 



r', 
i 

, ... .__./· 

1 1  

1 .  Swasta, kecuali yayasan dan Kopera i; 
2. BUMN/D; 
3. Badan hukum yang dimiliki negara; 
4. Lembaga pendidikan asing; dan/ ata 
5. Badan hukum asing dalam 

berdasarkan hukum Indonesia. 
b. Kategori II, meliputi: 

1 .  Yayasan; 
2. Koperasi; 
3. Lembaga Pendidikan formal; atau 
4. Lembaga Pendidikan Non Formal 

c. Kategori III, meliputi : 
1 .  Lembaga Sosial; 
2.  Lembaga Sosial Keagamaan; 
3. Unit Penunjang Kegiatan Penyelen araan Pemerintah/Negara; 

a tau 
4. Lembaga/organisasi internasional/aslng 

(2) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud ayat (1 )  huruf a 
angka 4 meliputi lembaga pendidikan a ing yang menyelenggarakan 
pendidikan di Indonesia. : 
Lembaga Sosial dan Lembaga Sosial Keag+aan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf c angka 1 dan rgka 2 termasuk lembaga 
intemasional dan/ atau asing yang menye�enggarakan kegiatan sosial, 
kemanusiaan, dan/ atau keagamaan di Ind9nesia. 
Lembaga Sosial dan Lembaga Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud 

I pada ayat (1 )  huruf c angka 1 dan angka 2 termasuk lembaga 
I intemasional dan/ atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, 
I kemanusiaan, dan/ a tau keagamaan di Indf nesia. 

Dokumen sebagaimana dimaksud pada a�at ( 4) dan rencana kegiatan 
penyewaan disampaikan pada saat penrajuan permohonan/usulan 
sewa. 

I 
I Pasal 6 ! 

(1 )  Lembaga Pendidikan Formal sebagaimana imaksud dalam Pasal 5 ayat 
( 1)  huruf b angka 3 meliputi lembaga pe didikan dalam negeri milik 
swasta, meliputi: 
a. lembaga pendidikan anak usia dini form 1; 

perseroan terbatas 

(5) 

(3) 

(4) 
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b. lembaga pendidikan dasar; 
c. lembaga pendidikan menengah; atau 
d. lembaga pendidikan tinggi. 

(2) Lembaga Pendidikan Non Formal sebag · ana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat ( 1 )  huruf b angka 4 meliputi: 
a. lembaga kursus; 
b. lembaga pelatihan; 
c. kelompok belajar; 
d. pusat kegiatan belajar masyarakat; 
e. majelis taklim atau kegiatan keagama lainnya 

Pasal 7 
Dalam hal ditemukan data lain, maka penilai 
kelembagaan dapat disesuaikan. 

terhadap kategori bentuk 

Pasal 8 

lima prosen) 

B AB V  I  
BESARAN FAKTOR PENYESUr SEWA 

i 

I 
I Besaran faktor penyesuai sewa untuk keltmpok jenis kegiatan usaha 

bisnis ditetapkan sebesar lOOo/o (seratus projen). 
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimanj dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  

untuk: \ 
a. BUMD yang kepemilikannya atau k1seluruhannya dimiliki dan 

dikuasai oleh Pemerintah Kota Blitar sebesar 100°10 (seratus prosen), 
dapat diberikan faktor penyesuai sebeaar 650/o (enam puluh lima 
prosen); I 

b. Koperasi yang dibentuk dan beranggotkan Aparatur Sipil Negara/ 
I anggota Tentara Nasional Indonesia/r.nggota Kepolisian Negara 
I Republik Indonesia, yang tujuan pendi1annya untuk kesejahteraan 

anggota, dapat diberikan faktor penyesuai sebesar 75°10 (tujuh puluh 
! 
i 
! 

( 1 )  

(2) 

, . .._,,,. 

(3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelom ok jenis kegiatan usaha non 
bisnis ditetapkan sebagai berikut: 
a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar SOYo (lima puluh prosen); 
b. bentuk kelembagaan kategori II sebesar 40% (empat puluh prosen); 



13 

c. bentuk kelembagaan kategori III sebesa 30°/o (tiga puluh prosen). 
ompok jenis kegiatan usaha (4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk 

sosial ditetapkan sebagai berikut: 
a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar Oo/o (sepuluh prosen); 
b. bentuk kelembagaan kategori II dan ategori III sebesar So/o (lima 

prosen. 
(5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk pe iodesitas sewa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dit tapkan sebagai berikut: 
a. per tahun sebesar 100% (seratus prosen); 
b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga pu h prosen); 
c. per hari sebesar 160°/o (seratus enam pu h prosen); 
d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan uluh prosen). 

B AB V  

Pasal 9 

Pasal 10 

!  

I  
I  

I  

BAB VI I 
KETENTUAN PERALIH�N 

! 

I 
! 

W alikota ini. 

BENTUK PERHITUNGAN FORMULt TARIF SEWA 

I 
Bentuk perhitungan formula tarif sewa sebagai,ana contoh yang tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak I terpisahkan dari Peraturan 

I 

I 
\ 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali�ota ini,, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh\ Kepala Badan Pendapatan 
Keuangan dan Aset Daerah. 

r> 

Pasal 1 1  
i  Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, aka perjanjian tentang sewa 

Barang Milik Daerah dan nilai sewa Barang Milik Daerah yang telah 
dilaksanakan, dinyatakan tetap berlaku, sepanjan tidak bertentangan dengan 
Peraturan W alikota ini. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUT P 

Pasal 12 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangg diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah an pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Beri Daerah Kota Blitar. 

Pada tanggal 28 Desember 2018 
AKIL WALIKOTA BLITAR, 

Ttd. 

SANTO SO 

Ttd. 

SEKRETARIS DAERAH 

Di undangkan di Blitar 
Pada Tanggal 28 Desember 2018 I  

I  
I  

I  
!  i  Rudy Wijonarko I 

I BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NqMOR 54 
I 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya, 
Sekretariat Daerah Kota Blitar 

Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi 

AHMAD TOBRONI, SH 
Pembina Tk I 

NIP. 19670909199803 1 008 



LAMPIRAN ERATURAN WALIKOTA BLITAR 
Nomor : 54 Tahun 2018 
Tanggal : 28 Desember 2018 

CONTOH PERHITUNGAN FORMULA TARIF SE A BARANG MILIK DAERAH 

BERUPAH TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN 

1) J enis Kegiatan U saha Bisnis : 

Nilai tariff Pokok sesuai Penilaian, misal: Rp. 1.000.000,­ 

Besaran Faktor Penyesuai Sewa : 

: 100% 

: 100°/o Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis 

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) 

Sewa Yang Harus Dibayar: 

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Se 

= Tarif Pokok Sewa x ( o/o Jenis Kegiatan Usah x % Peri.ode Sewa) 

r-. = Rp 1.000.000,- x (100%, x 100%) 
= Rp 1.000.000,- 

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) 
Sewa Yang Harus Dibayar : 

2) Jenis Kegiatan Usaha Bisnis untuk Koperasi N S :  
Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal : Rp lt000 .000,- 
Besaran Faktor Penyesuai Sewa : j 

I Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis I : 75% 

: lOOo/o 

I 
= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewt 
= Tarif Pokok Sewa x ( % Jenis Kegiatan Usah� x % Periode Sewa) 

! 

= Rp 1.000.000,- X (75o/o X 100%) I 

= Rp 750.000,- I 
3) Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis: I  

: 50% 
: 100% 

j  

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal:Rp � .000 .000,- 
1  

a. Kategori I 

Besaran Faktor Penyesuai Sewa : 

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisni, 
Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) l 

Sewa Yang Harus Dibayar : 

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Se a 
= Tarif Pokok Sewa x ( % Jenis Kegiatan Us a x  0/o Periode Sewa) 
= Rp 1 .000.000,- X (50% X 100°/o) 
= Rp 500.000,- 
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: 40°/o 
: 100% 

b. Kategori II 
Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, m i s al :  
Besaran Faktor Penyesuaian Sewa : 
Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bis 
Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) 
Sewa yang harus dibayar : 
= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian 
= Tarif Pokok Sewa x ( o/o Jenis Kegiatan U aha x % Periode Sewa) 
= Rp 1.000.000,- X (40°/o X 100°/o) 
= Rp 400.000,- 

c. Kategori III 
Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal: R 1.000.000,- 

: 3 0 %  
:  100°/o 

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa : 
Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisn1·s 
Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) 

! Sewa yang harus dibayar : \ 
= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Stwa 
= Tarif Pokok Sewa x ( % Jenis Kegiatan Usfa x 0/o Periode Sewa) 
= Rp 1.000.000,- x (30% x 100%) i 

= Rp 300.000,- I  

: 100°/o 
: 10°/o Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Sosial 

= Rp 100.000,- 

I  
4) Jenis Kegiatan Usaha Sosial: l  

a. Kategori I i 
I 
I Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, m i sal :  R� 1.000.000,- 

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa: ! 
i 
I 
l 

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) I 
I Sewa yang harus dibayar : \ 

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa 
= Tarif Pokok Sewa x ( % Jenis Kegiatan U+a x % Periode Sewa) 
= Rp 1.000 .000 ,- x (1 0 %  X  100%) I 

l 
' 

b. Kategori II 
Nilai tariff Pokok sesuai Penilaian, misal:Rp .000.000,­ 
Besaran Faktor Penyesuaian Sewa 
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Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Sosial : 5°/o 

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 1 OOo/o 

Sewa yang harus dibayar 

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian ewa 

= Tarif Pokok Sewa x ( 0/o Jenis Kegiatan U aha x o/o Periode Sewa) 

= Rp 1.000.000,- x (5% x 100%) 

= Rp 50.000,- 

c. Kategori III 

Nilai tariff Pokok sesuai Penilaian, misal:R 1.000.000,­ 

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa: 

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnjs : 5°/o 

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) 

Sewa yang harus dibayar : 

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian S wa 

= Tarif Pokok Sewa x ( % Jenis Kegiatan Us a x  0/o Periode Sewa) 

= Rp 1.000.000,- x (5% x 100°/o) 

= Rp 50.000,- 

I  
l  

Nilai tariff Pokok sesuai Penilaian, misal.Rp 1.000.000,- /Thn 

Rencana sewa I : 5 bulan 

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa : I 

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis 

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) 

Sewa yang harus dibayar : 

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa 

= Tarif Pokok Sewa x ( 0/o Jenis Kegiatan Us a x  0/o Periode Sewa) 

= Rp 1 .000 .000,- x 5/ 12 bulan x (100°/o x 1 0%) 

= Rp.541.666,67 ,  pembulatan = Rp. 541 .7  0,- 

b. Sewa Per Hari 

Nilai tariff Pokok sesuai Penilaian, misal:R 1 .000.000,- /Thn 

Rencana sewa : 20 hari 

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa : 

: 100% 

a. Sewa Per Bulan 

5) Jenis Kegiatan Usaha Bisnis: 

: 100°/o 

: 100% 

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100% 
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Prosentase Periodesitas Sewa (Per hari) 

Sewa yang harus dibayar : 

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian ewa 

= Tarif Pokok Sewa x ( 0/o Jenis Kegiatan U aha x o/o Periode Sewa) 

= Rp 1.000.000,- x 20/365 hari x (100% x 160°/o) 

= Rp.87.671,23,  pembulatan = Rp. 87.70 ,- 

Ditet pkan di Blitar 

AKIL WALIKOTA BLITAR, 

: 160% 

, ...,, 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya, 
Sekretariat Daerah Kota Blitar 

Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi 

� 
AHMAD TOBRONI, SH 

Pembina Tk I 
NIP. 19670909199803 1 008 

Ttd. 

SANTO SO 
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